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Mengingat

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

= s

BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa sesuai amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemm Perencana
Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa kepala
daerah mempunyai kewenangan menetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 dan 356
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran



10.

11.

Negara Republik Indonesia Nomor 4355} sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomoar 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentlang
Keterbukaan Informasi Publik (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tzhun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5587) scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6836);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentiang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Nomeor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang vain_si
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025~
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomer 136);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomeor 97, Tambahan Lembaran Negara,
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Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dckonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794};

.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi

Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan da:rl
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengurus utamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasj
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);

Peraturan Menlteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerﬂ:dpan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

-Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan



Menetapkan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2024 Nomor 4);

35. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor
25);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023-2042 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);

37. Peraturah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomeor 10
Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 - 2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumu Tahun 2024
Nomor 10);

a8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomeor 7);

39. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

A40. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27
Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

- TAHUN 2025



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati imi yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

Pemerintah  Dacrah  adalah  Bupali  sebagal  unsur
penyelenggara  Pemerintah Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 1
(satu) tabhun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjuilnya
disingkat Renja PD adalah perencanaan PD untuk penode
1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
PD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan yang selanjutnya disebut
Bappedalitbang adalah PD yang menyelenggarakan
urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

BAB II
KERANGKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 memuat sebagal berikut:

a.
b.
C.

rancangan kerangka ekonomi Daerah;

prioritas pembangunan Daerah; dan

rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.



Pasal 3

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman:

a.

b.

perumusan penyempurnain rancangan akhir Renja PD;

dan
penyusunan rancangan KUA serta rancanagan PPAS.

Pasal 4

(1} RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagal

berikut:

a. bab I yang memuat pendahuluan;

b. bab Il yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;

c. bab Il yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan
Daerah;

d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah;

e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan;

f. bab VI yang memuat kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah;

g. bab VIl yang memuat penutup.

{2) Uraian RKPD Tahun 2026 sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pengendalian tchadap pelaksanaan RKPD mencakup

(4)

sasaran dan prioritas pembangungan tahunan Daerah,

rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, secrta
pagu indikatif.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan  melalui pemantauan dan

Supervi
pelaksanaan RKPD, e

(3) Pemantauan dan supervise sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas
pc:ml?angunan Daerah, rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan
dalam RKPD dijakikan pedoman penyusunan rancangan
KUA, PPAS, dan APBD,

Hasil pemantauan dan supervise sebagaimana dimaksud
ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan
bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan
Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah,

serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan
KUA, PPAS dan APBD.



Pasal &

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh
kepala Bappedalitbang.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantavan dan supervise
ditemukan adanya kelidaksesuaian/penyimpangan,
Bappedalitbang melakukan Tindakan perbaikan dan
penyempurnaan.

(3) Kepala Bappedalitbang melaporkan hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

(4) Pengendalian dan  evaluasi  pelaksanaan RKPQ
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesual
ketentuan peraluran perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 09 Juli 2025

- i
ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 09 Juli 2025

. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 41



